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PUTUSAN
Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam persidangan Majelis
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara
pihak-pihak:

Penggugat , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa
XXxxxxxxx,  Kecamatan Obi, Kabupaten
Halmahera Selatan, sebagai “Penggugat”;
Melawan
Tergugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Karyawan pada PT. TBP Obi, bertempat tinggal di
Desa Xxxxxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten
Halmahera Selatan, sebagai “Tergugat”;
- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3

Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor
284/Pdt.G/2019/PA.Lbh., tanggal 3 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan di wilayah Hukum Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan,
Provinsi Maluku Utara dengan Wali Nikah PPN Kecamatan Obi yang
bernama Xxxxxxxxx, dan disaksikan oleh Bapak Xxxxxxxxx dan Bpk.
Xxxxxxxxx dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram tunai namun
sampai saat ini belum menerima buku nikah karena tidak tercatat pada
register Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan
Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat
di Xxxxxxxxx sampai perpisahan terjadi;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2017 antara
Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya
disebabkan oleh hal sebagai berikut:

a. Bahwa suka marah-marah yang yang tidak jelas;

b. Bahwa Tergugat sudah tidak nafkah kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh orang tua
dan keluarga dari Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada tahun 2017 Saat mana Tergugat memarahi penggugat
tanpa sebab yang jelas kemudian keluar dari rumah sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
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bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang
akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di
langsungkan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi pada
tanggal 15 Mei 2017;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Lbh. Tanggal 4 Oktober 2019 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat
dengan perubahan pada poin 2 posita yaitu status Penggugat saat menikah

adalah Perawan dan Tergugat duda;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:
1. Asli Surat keterangan domisili atas nama Penggugat Nomor:
XXXXXXXXXXXXX  tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Xxxxxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan,
bermeterai cukup dan dinazzegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
(P);
B. Saksi:
1. Saksi |, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan
ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxx, Kecamatan Obi,
Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tegugat
yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017 di Kecamatan Obi,
dengan wali nikah PPN Kecamatan Obi bernama Xxxxxxxxx, dengan
mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dengan
disaksikan oleh Xxxxxxxxx dan XXXXXXXXX;
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Penggugat
berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan
mahram baik nasab, susuan maupun semenda yang dilarang untuk
menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orangtua Penggugat di desa Xxxxxxxxx, hingga akhirnya
terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya
suami-istri, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai keturunan;
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- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat sejak 2 hari pernikahan dan tidak kembali
kepada Penggugat hingga saat ini;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama
kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah
memberikan nafkah buat Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk

rukun, namun tidak berhasil ;

2. Saksi Il, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SGO,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa XxxxxxxxX, Kecamatan Obi,
Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tegugat
yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017 di Kecamatan Obi,
dengan wali nikah PPN Kecamatan Obi bernama Xxxxxxxxx, dengan
mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dengan
disaksikan oleh Xxxxxxxxx dan XXXXXXXXX;

- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Penggugat
berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan
mahram baik nasab, susuan maupun semenda yang dilarang untuk
menikah;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orangtua Penggugat di desa XxxxxxxxX, hingga akhirnya
terjadi perpisahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya
suami-istri, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat

belum dikaruniai keturunan;
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- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat sejak 2 hari pernikahan dan tidak kembali
kepada Penggugat hingga saat ini;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama
kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah
memberikan nafkah buat Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk

rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh

karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam

persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan
menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya
dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat melalui penasihatan pada setiap persidangan secara maksimal agar
Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan
demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran
kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;
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Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi obyekiif,
terdiri dari : pengesahan (itsbat) nikah dan cerai talak dengan alasan
sebagaimana terurai pada posita di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
ke persidangan sebagai wakil/lkuasanya meskipun Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Ternate telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka
perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat
dalam Kitab Al-Anwar Il halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

aindly sseall glow sz ayleid o laz] Jawi 0ly ade pSAlg
Artinya : “Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau

gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis
Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang
menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti (P) yang
diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah
bermeterai cukup dan dinazegelen, merupakan surat keterangan yang dibuat
oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam
Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat
keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti
tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang
saksi, keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan
keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat
sumpah menurut hukum agamanya, dan keterangannya saling bersesuaian
satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo dan yang
dihadirkan adalah orang dekat Penggugat, oleh karena itu telah memenuhi
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syarat formil dan materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1)
HIR jo. Pasal 171 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut
dapat dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti
Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
1. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum
Pengadilan Agama Labuha terbukti dari bukti (P), keterangan Penggugat
serta keterangan saksi-saksi;
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang menikah
secara syariat Islam pada tanggal 15 Mei 2017 di Kecamatan Obi
Kabupaten Halmahera Selatan, dengan wali nikah adik kandung Penggugat
bernama Risaldi dengan mewakilkan kepada Ust. Mohtar Tarigan, dengan
mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dengan disaksikan
oleh XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
3. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat
berstatus duda dan tidak ada hubungan yang dilarang menikah baik
semenda, sesusuan maupun kandung, keduanya sampai saat ini belum
pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
4. Perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat berdasarkan
surat gugatan Penggugat tersebut di atas berarti masih bagian dari bidang
perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka
berdasar tiga fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa perkara
ini termasuk wewenang Pengadilan Agama,;
5. Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus
menerus berselisih dan bertengkar bahkan keduanya telah berpisah tempat
tinggal selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, selama itu keduanya sudah tidak saling
memperdulikan;
6. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai
talak tersebut telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 19
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huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa tentang itsbat nikah, Majelis Hakim memberikan
pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang
sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya
bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum
Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi
hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka
Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam
kondisi yang memang -bersifat eksepsional- selama memenuhi syarat
rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan — demi azas

kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat
diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun
dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20
serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja
perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan pengesahan
nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu
mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Tholibin
IV halaman 254 yang berbunyi :
oy s 53 e abog vy aizmo 4S5 sliel Gle £lSh el (99

Jexe
Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan

seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya
pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah

dan dua orang saksi yang adil ";
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula diketahui bahwa
tujuan itsbat nikah tersebut untuk penyelesaian perceraian, maka alasan
tersebut beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum,
karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang cerai gugat, Majelis Hakim memberikan
pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut
dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta,
hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta
memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan
sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga
sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana
terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan,
antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun
berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami
isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada
harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang
sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an
Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat
diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya
perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah
diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa

menentukan masa depannya sendiri;
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman

248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

el oSy zo il Whicl of axz ol iy ol sa) alges cas 15]g

allo Login gl e (olall j=eg lglio Hu 8 sl el avo YUY
asl aall

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan
yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya
dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan
Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana
dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan(f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya
gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxx) dan Tergugat
(oxxxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2017 di
Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh
enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari kamis tanggal 10 Oktober
2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami
Muijitahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI., M.HI. dan
Muna Kabir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka wuntuk umum pada hari itu juga dengan
dibantu oleh Naim Abdurauf, SH. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Sardianto, S.HI., M.HI Mujitahid, SH., MH.
Hakim Anggota,

Muna Kabir, S.HI.

Panitera,

Naim Abdurauf, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran . Rp. 30.000,-
Biaya proses :Rp. 50.000,-
Panggilan :Rp. 120.000,-
PNBP ' Rp. 10.000,-
PNBP :Rp.  10.000,-
Redaksi ' Rp. 5.000,-
Meterai ' Rp. 6.000,-
Jumlah :Rp. 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
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